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Abstrak 

 

Secara faktual toilet publik yang bersih dan sehat sulit diakses oleh masyarakat. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) Mengapa toilet publik sering kotor dan berbau?; dan (2) Apakah 

kualitas aksesibilitas dan buruknya toilet selalu terkait dengan kemiskinan dan rendahnya pen-

didikan? Penelitian dilakukan di Unhas antara Maret 2014-February 2015. Data dikumpulkan dari 120 

partisipan dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, focused-group discussion, dan 

telaah data sekunder. Analisis dilakukan silih berganti dengan proses pengumpulan data, meng-

gunakan model Spradley. Isu-isu buruknya kualitas toilet publik yang sering dihubungkan dengan 

kemiskinan dan rendahnya pendidikan ternyata tidak sepenuhnya tepat oleh karena toilet publik 

warga Unhas yang relatif kaya dan berpendidikan ternyata juga berkualitas buruk. Ada pengaruh 

kekuasaan yang membuat toilet publik berkualitas buruk. Hal ini diakibatkan oleh adanya perbedaan 

makna toilet  publik bagi arsitek dan bagi pemilik atau pengguna. 
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Pengantar 

Fasilitas toilet di luar rumah tidak bisa dise-

diakan secara pribadi. Oleh sebab itu untuk 

kebutuhan aktivitas di luar rumah, maka wajib 

adanya ketersediaan toilet publik yang bisa di-

manfaatkan setiap saat dimana pun anggota 

masyarakat menjalankan aktivitas mereka. 

Penelitian-penelitian yang terkait dengan ren-

dahnya kualitas toilet publik terutama yang 

dibiayai oleh lembaga-lembaga donor sebe-

narnya relatif sangat banyak, tetapi umumnya 

hanya dikaitkan dengan kemiskinan, kesehatan, 

atau penyakit menular seperti yang dilakukan 

oleh Johnson, Mead, & Lync (2013), Okechukwu 

dkk. (2012), Agbagwa, Ejiro, & Daughter (2010) 

Greed (2006).  

Di negara-negara miskin atau berkembang ter-

masuk Indonesia, Astuti and Sintawardani 

(2006:53-60) menemukan bahwa ketidak ter-

sediaan fasilitas air, material dan perlengkapan 

sanitair, dan ketiadaan petugas pembersih, 

membuat toilet publik di Kiaracondong becek, 

kotor dan berbau busuk.  

Survei/studi yang dilakukan oleh Bank Dunia 

akhir tahun 2011 tentang bagaimana pandang-

an wisatawan mancanegara terhadap kondisi 

sanitasi di Indonesia. Mereka menilai kualitas 

toilet di bandara, stasiun bus, dan tempat-

tempat lain di sekitar kota lebih buruk diban-

dingkan toilet di tempat-tempat pribadi, seperti 

hotel dan restoran (Water Sanitation Program, 

2011:59).  

Riset di Universitas Hasanuddin (Unhas) me-

nemukan sulitnya warga kampus biasa untuk 

memiliki akses ke toilet-toilet publik yang bersih. 

Toilet-toilet yang masih berfungsi dan bersih 

umumnya dikunci dan hanya bisa digunakan 

oleh mereka yang memiliki jaringan dengan 

pemegang kunci toilet. Toilet-toilet yang terbuka 

untuk umum biasanya dalam keadaan kotor, 

kumuh, dan tidak memiliki pasokan air yang me-

madai, serta juga difungsikan untuk berbagai 
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selain sebagai wadah membuang limbah tubuh 

manusia. 

Temuan menunjukkan bahwa buruknya kualitas 

toilet publik juga terjadi akibat pengaruh ke-

kuasaan. Hanya mereka yang memiliki jaringan 

kekuasaan yang memiliki hak akses ke toilet-

toilet yang bersih. Penelitian ini menemukan ada 

yang berbeda antara makna toilet publik bagi 

arsitek dengan makna toilet publik bagi peng-

guna. 

Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian di Universitas Hasanuddin 

(Unhas). Sumber Data dari informan sejumlah 

120 orang terdiri dari dosen 25 orang, tenaga 

kependidikan 26 orang, mahasiswa 47 orang, 

dan pihak ketiga yaitu rekanan perusahaan 

jasa kebersihan dan kontraktor 22 orang. 

Metode pengumpulan data melalui observasi 

lapangan, wawancara   terfokus dan wawan-

cara mendalam, dan diskusi kelompok terfo-

kus atau focused-group discussion (FGD). Me-

tode analisis data dilakukan silih berganti 

dengan proses pengumpulan data. Proses 

analisis dengan menggunakan metode Sprad-

ley (1980). Etika Penelitian untuk menunjang 

konfidensialitas data dilakukan penyamaran 

identitas informan.   

Hasil dan Pembahasan 

Toilet Publik Sebagai Simbol 

Kampus Unhas Tamalanrea dirancang pada ta-

hun 1980an oleh konsultan OD205 dari Delf 

(Belanda) dan PT. Sangkuriang Bandung (Indo-

nesia) dengan konsep paradigma holisme, yang 

mengandalkan interkoneksitas antar ilmu penge-

tahuan. Konsep ini mewujud dalam pemba-

ngunan fisik, dimana semua unit kerja saling 

berinteraksi satu sama lain.  

Secara garis besar konsep dan ide toilet publik 

Unhas dirancang seragam mirip dengan yang 

tertuang pada buku-buku standar internasional 

perancangan arsitektur, seperti Time Saver For 

Building Types  (De Chiara & Callender, 

1987:710) atau Architects Data   (Neufert & 

Neufert, 2012:194).  

Awal abad XX, fasilitas toilet diperkenalkan 

Rockefeller sebagai bagian dari kampanye me-

reka terhadap pengendalian cacing tambang 

melalui pendekatan persuasif ke rakyat Indo-

nesia di Jawa. Pemerintah kolonial Belanda juga 

sudah mengenalkan toilet, tetapi cara pende-

katannya dilakukan dengan pendekatan keku-

asaan  (Gouda 2009:13;  Heiser, 1936:479). 

Ahli-ahli Yayasan Rockefeller menentukan stan-

dar kualitas konstruksi toilet yang baik harus 

tahan lama, nyaman, dan bersih  (Engel & Su-

silo 2014:7; Stein, 2009:9-10; Hydrick, 1942:74).  

Pola ruang-ruang toilet publik dirancang terpisah 

berdasarkan gender dan status sosial. Lihat 

Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Pola denah toilet publik Unhas (Bagian 

Perlengkapan Unhas 2002) 

 
Perbedaan rancangan toilet publik yang terletak 

di area pimpinan universitas dan mahasiswa 

umumnya menggunakan bentuk toilet duduk 

dengan sistem pembilas otomatis, sedangkan di 

area pendidikan di fakultas-fakultas seperti ru-

ang kelas dan laboratorium adalah bentuk toilet 

jongkok dengan sistem pembilas manual.  

Perbedaan ini dilakukan dengan asumsi bahwa: 

(1) mahasiswa cenderung gagap teknologi ter-

hadap sistem toilet duduk; (2) harga toilet 

duduk dengan sistem pembilas otomatis lebih 

mahal dibandingkan dengan toilet jongkok yang 

menggunakan sistem pembilas manual. 

Bila sebelumnya warga Unhas akan mengetahui 
lokasi toilet dari baunya yang ‘busuk’, maka 

mereka yang akan menawar-nawarkan tamu 
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bila membutuhkan toilet, karena toilet publik 
mereka bukan saja berbau wangi tetapi juga 
berkesan mewah. Contoh sentra-sentra toilet 
yang mahal dan mewah terlihat pada Gambar 2 

dan 3.  

Keinginan para pimpinan unit kerja kaya untuk 
menggunakan produk-produk kebutuhan toilet 

yang dipersepsikan sebagai modern dan mahal 
merupakan budaya bendawi masyarakat Bugis-
Makassar. Pengamatan Wallace pada tahun 

1856 sudah menunjukkan bagaimana lokasi-lo-
kasi pemukiman orang-orang Bugis yang tidak 
pernah didatangi oleh orang Eropa, tetapi ma-

syarakatnya bisa membeli barang-barang impor 
yang mewah dari Eropa (Pelras 2006:351-352).  

Teknologi dan biaya yang digunakan untuk 

membangun toilet juga menunjukkan bahwa 
Unhas tidak memiliki hambatan dalam penga-
daan sentra-sentra toilet yang dikategorikan 

mahal dan mewah, walaupun fakta juga me-
nunjukkan bahwa kualitas toilet yang mahal dan 
mewah tersebut tidak selalu berarti akan di-

gunakan dan rawat dengan baik. Mirip dengan 
kisah orang-orang kaya di Banyumas yang 
memiliki toilet tetapi tidak digunakan sebagai 
tempat membuang limbah tubuh mereka. Toilet 

dibuat dengan tujuan untuk dipamerkan kepada 
orang-orang bahwa pemiliknya bukanlah orang 
miskin  (Stein, 2009:554).  

 

 
 

Gambar 2. Hall toilet publik unit kerja yang mewah 

 

Gambar 3. Toilet jongkok dengan sistem pembilas 

otomatis di salah satu fakultas 

Bau Sebagai Penanda 

Dalam acara FGD, Gigi seorang mahasiswa dari 

salah satu fakultas ilmu sosial menjelaskan 
bahwa cara yang paling mudah untuk men-
dapatkan toilet adalah dengan menggunakan 

indra penciuman. Toilet publik Unhas hampir 
selalu menghadirkan bau khas toilet publik. Bau 
busuk yang dihasilkan oleh toilet berasal dari 

urine berupa senyawa NH3, dari selokan yang 
tidak mengalir berupa senyawa H2S, atau dari 
tinja berupa senyawa H2S. Aroma menyengat 

berupa senyawa metil sulfida (CH3)2S yang 
dihasilkan oleh bahan pembersih toilet. Bila 
aroma tesebut tercium, sudah pasti toilet publik 

ada di sekitar kita.  

Fenomena untuk mengetahui keberadaan toilet 
publik di Unhas dengan mengikuti bau busuk 
yang dirasakan oleh indera penciuman terasa 

mengganggu bagi pengguna yang menghu-
bungkan bau busuk dengan kotoran yang tidak 
disiram. Untuk mengetahui makna kebersihan 

toilet publik Unhas, saya mewawancarai Tata 
seorang mahasiswa salah satu fakutas tentang 
toilet publik di jurusannya. Bagi Tata, kesulitan 

air untuk menyiram limbah manusia di toilet-
toilet itulah yang membuat area toilet publik 
berbau busuk. 

Secara simbolik ada bau yang dianggap menye-
nangkan, dan ada yang dianggap mengganggu. 
Bau harum dianggap menyenangkan dan disukai 

oleh karena dikaitkan dengan kebersihan, se-
dangkan bau busuk dianggap mengganggu dan 
tidak disukai oleh karena dikaitkan dengan 

kotoran  (Aspria, 2008:4).  
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Bau tidak dapat diisolasi karena bergerak di 
dalam udara dan hanya bisa dihindarkan dengan 

cara menghilangkan sumber bau atau memin-
dahkannya ke tempat yang tidak tercium oleh 
manusia. Sejarawan kesehatan masyarakat me-

nyatakan bahwa sanitarian abad ke sembilan 
belas secara intensif melakukan kampanye un-
tuk membasmi sumber bau busuk dan miasmas  

(Jenner 2011:338). 

Dalam FGD dengan kelompok mahasiswa dari 
berbagai fakultas, para mahasiswa saling ber-
cerita dan berdiskusi bagaimana proses penca-

rian toilet alternatif bila toilet di fakultas atau 
prodi mereka tidak berfungsi. Mereka akan men-
jadikan toilet-toilet pimpinan atau yang berada 

di sekitar wilayah pemimpin sebagai tujuan per-
tama dengan pertimbangan toilet tersebut pasti 
terpelihara. Bila toilet nampak terkunci, mereka 

akan menunggu sampai ada pengguna toilet 
yang membukanya dan mereka akan minta izin 
untuk bisa menggunakan toilet tersebut.  

 
Sering ditemui mahasiswa yang lumayan berani 
menuju area pimpinan yang memiliki toilet 

mewah dan senantiasa terbuka. Sejak berada di 
sekolah dasar hingga menengah, mahasiswa-
mahasiswa ini sudah memahami bahwa petugas 

kebersihan cenderung ‘cari muka’ dan hanya 
memperhatikan kebersihan toilet pimpinan dan 
masa bodoh dengan toilet siswa. Toilet pim-
pinan dipelihara dan dibersihkan secara rutin, 

sedangkan toilet siswa seminggu atau sebulan 
sekali, atau bahkan tidak sama sekali.  

Toilet Pribadi 

Layanan kebersihan yang berbeda antara toilet 
yang digunakan pimpinan dengan yang di-
gunakan mahasiswa secara kognitif membentuk 

budaya di dalam masyarakat bahwa kualitas 
kebersihan memiliki standar yang berbeda an-
tara toilet yang digunakan oleh pimpinan dan 

yang bukan pimpinan.  

Tidak semua pemimpin unit kerja meminta 
fasilitas toilet pribadi. Bagi mereka yang tidak 

meminta, bawahan yang merupakan tenaga 
kependidikan biasanya menawarkan untuk me-
ngusulkan pembuatan toilet pribadi. Bila toilet 

pribadi tersebut berhasil dibangun, bawahan 
mereka juga bisa ikut memanfaatkannya. Ke-
setiaan bawahan kepada atasannya merupakan 
budaya patron-klien yang sangat nyata didalam 

budaya Bugis-Makassar.  

Patronus merupakan pelindung, sponsor, dan 
donator dari klien. Klien biasanya berasal dari 

kelas sosial yang lebih rendah. Bila seorang 
patron dan klien memiliki peringkat sosial yang 
sama, maka patron memiliki kekayaan, ke-

kuasaan, atau prestise yang lebih besar yang 
memungkinnya untuk membantu atau memberi 
kenikmatan kepada klien. Sebagai imbalannya, 

klien diharapkan menawarkan jasa-jasa pribadi 
kepada patronnya untuk keperluan patronnya  
(Dillon & Garland 2005:87; Quinn, 1982:117;  
Scott, 1972:95).  

Yahya staf rektorat menceritakan bahwa dia 
menyiapkan satu kamar toilet yang selalu di-
kunci untuk pimpinannya. Dia merasa malu bila 

pimpinannya mengeluh saat akan buang air dan 
toilet dalam keadaan kotor atau air tidak ter-
sedia. Saya menanyakan kepada Yahya bagai-

mana bila orang lain ingin menggunakan toilet, 
tetapi toilet terkunci. Dia menjawab bahwa 
mereka bisa mencari toilet lain yang terbuka.  

Sebagai klien, Yahya juga merasa malu dan 
tidak enak bila ada orang atau tamu rektorat 
yang ingin menggunakan toilet tetapi toilet 

dalam keadaan kotor, tetapi dia tidak punya 
pilihan lain. Tetapi bila toilet pimpinan yang 
merupakan patronnya juga digunakan untuk 

umum, itu akan menyulitkan pimpinannya saat 
akan menggunakan toilet.  

Berbeda dengan pimpinan-pimpinan yang mera-
sa malu hanya pada situasi bila tamu melihat 

toilet mereka kotor. Yahya menempatkan pera-
saannya pada dua situasi yang berbeda. Dia 
malu bila di tempat kerjanya tidak ada toilet 

bersih untuk tamu, tetapi dia lebih malu bila 
tidak menjaga kebutuhan toilet pimpinannya 
dengan baik, sebab itu dapat diartikan bahwa 

dia tidak loyal/setia kepada patronnya. 

Seorang staf Gedung Perpustakaan misalnya 
menceritakan keinginan pimpinan mereka se-

orang wanita yang baru pulang sekolah di luar 
negeri, terkait kebutuhan yang bersangkutan 
akan toilet pribadi. Pimpinan yang merasa status 

sosialnya telah naik tersebut enggan meng-
gunakan puluhan toilet publik yang bertebaran 
di semua arah Gedung Perpustakaan, karena 

lokasinya dianggap tidak langsung berdekatan 
dengan ruang kerjanya.  

Keengganan para pemimpin unit kerja meng-
gunakan toilet publik yang dipakai bersama 
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dengan orang lain antara lain karena alasan 
seringkali harus antri, ketersediaan air yang 
terbatas, hingga toilet yang kotor. Tetapi 
umumnya mereka juga merasa bahwa sebagai 

pimpinan, mereka punya ‘hak istimewa’ untuk 
mendapatkan toilet pribadi dan tidak perlu 
menggunakan fasilitas umum dan yang juga 

dapat digunakan oleh warga Unhas biasa.  

Pada umumnya, pemimpin-pemimpin unit kerja 
baik itu pemimpin akademik maupun non aka-

demik yang tidak memiliki kemampuan untuk 
mendapatkan toilet yang khusus diperuntukkan 
bagi mereka, akan melakukan hal-hal yang 

dapat membuat mereka juga memiliki toilet 
yang nampak pribadi. Mereka akan mengunci 
sebagian ruang-ruang toilet publik yang kunci-

nya dipegang oleh jaringan mereka saja. Ruang-
ruang toilet yang dipilih biasanya yang bangu-
nannya masih baik dengan jaringan air bersih 

dan jaringan air kotornya yang berfungsi.  

Pola mengunci sebagian ruang-ruang toilet oleh 
para pemimpin unit kerja juga diikuti oleh 

pemimpin organisasi-organisasi mahasiswa. Be-
danya adalah kalau pemimpin unit kerja memilih 
toilet publik yang kualitasnya terjamin, pe-
mimpin mahasiswa akan mencari toilet publik 

‘tak bertuan’ yang terletak di perbatasan wilayah 
unit-unit kerja dan pengelolanya tidak jelas.  

Seorang aktivis menghubungi saya hanya be-

berapa saat setelah saya melakukan survei di 
salah satu sentra toilet yang dikuasai oleh 
pemimpin mahasiswa. Pola yang dilakukan oleh 

mahasiswa ini juga diikuti oleh mace-mace1 dan 
petugas kebersihan yang merupakan karyawan 
pihak ketiga. Aktifis mahasiswa, mace-mace, 
dan petugas kebersihan menguasai dan dapat 
saling berbagi kunci dalam pemanfaatan toilet 
publik di Unhas. 

Pola-pola penguasaan penggunaan toilet publik 
di Unhas menggambarkan  pada kita bahwa ada 
klasifikasi warga Unhas yang mewujud pada hak 

akses berdasarkan strata status sosial warga 
Unhas. Kelas I adalah pemimpin struktural baik 
akademik dan non akademik. Kelas II adalah 
tenaga kependidikan yang memiliki kedekatan 

dengan pemimpin struktural. Kelas III adalah 

                                                 
1  Mace-mace adalah istilah yang digunakan untuk 

perempuan-perempuan yang berjualan di dalam 
kampus Unhas. Mereka biasanya merupakan kerabat 
dari tenaga kependidikan bagian rumah tangga Unhas. 

aktifis mahasiswa, mace-mace, dan petugas ke-
bersihan. Kelas IV adalah dosen dan mahasiswa 
biasa.  

Walaupun kelas-kelas ini tidak diperbincangkan 

secara terbuka dalam wacana-wacana resmi 
maupun kebijakan, secara faktual kelas-kelas ini 
hadir dalam tindakan yang melibatkan relasi 

dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. 
Artinya, pihak yang menempatkan diri sebagai 
pengendali kekuasaan cukup sadar apa yang di-

lakukan mereka sebenarnya  ‘tidak tepat’, se-
hingga tindakan mereka dilakukan secara diam-
diam. 

Klasifikasi yang menunjukkan status seseorang 
berbeda dengan yang lain merupakan oleh di-
sebut sebagai permainan distingsi untuk me-

nunjukkan status khas seseorang dan menem-
patkan kelasnya yang berbeda atau lebih tinggi 
dibanding dengan mereka yang tidak memi-

likinya, dilakukan oleh seseorang untuk menun-
jukkan kelasnya dalam masyarakat. Dalam dunia 
sosial, sistem hubungan kekuasaan dan sistem 

simbolik  memainkan perbedaan ‘cita rasa’ seba-
gai dasar penilaian sosial  (Bourdieu 1979:6). 
Aktivitas-aktivitas merefleksikan per-bedaan, 
dimana aktor-aktor membuat distingsi antara 

“aku” dan bukan “aku”, “aku-engkau”.  

Pola-pola penguasaan dan hak akses berda-
sarkan klasifikasi masyarakat menunjukkan bah-

wa makna ‘ruang publik’ pada toilet publik di 
Unhas berbeda dengan yang didefinisikan oleh 
Arendt sebagai ‘ruang penampakan’ dan ‘dunia 

bersama’ (common world). Pada toilet publik 
Unhas, ruang penampakan dan dunia bersama 
hadir sebagai bentuk privat (Arendt, 195850-55). 

Pada toilet publik Unhas, dunia bersama yang 
bisa menyatukan kita bersama untuk tidak sa-
ling menelikung itu hilang, oleh karena yang 

terjadi disini adalah hal-hal yang bersifat privat.  

Makna publik sebagai ruang spasial dan ruang 
demokrasi yang terbuka bagi semua orang 

seperti yang dikatakan oleh Habermas, tidak se-
penuhnya terjadi pada toilet publik Unhas Tama-
lanrea. Pada toilet publik Unhas, terjadi klasi-
fikasi pengguna, oleh karena elite kampus me-

rasa bahwa mereka tidak setara dengan dosen 
dan mahasiswa biasa.  

Regulasi kebijakan publik pada toilet Unhas ti-

dak memungkinkan terjadinya kebebasan dan 
kemajemukan. Pada ruang publik status orang 
tidak dipersoalkan dan publiknya tidak bersifat 

eksklusif tidak terpenuhi pada toilet publik 
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Unhas (Habermas, 1991:2). Kebijakan publik 
yang mengatur kesetaraan hak akan akses dan 

kualitas kebersihan bagi semua warga tidak 
berjalan, oleh karena kebijakan publik diprio-
ritaskan untuk melayani hal-hal yang sifatnya 

privat. 

Berbagi Toilet 

Alasan kejelasan unit kerja mana yang bertang-

gungjawab pada pemeliharaan toilet membuat 
tidak dijumpai dua unit kerja bekerja sama 
untuk berbagi pengelolaan sentra-sentra toilet. 
Sentra toilet dibagi dan dibuatkan pembatas a-

rea secara non-fisik maupun fisik.  

 
 

Gambar 4. Jeruji besi ini memisahkan area toilet laki-

laki dengan perempuan yang masing-masing dikelola 

terpisah oleh dua unit kerja yang berbeda. 

Secara non-fisik melalui kebijakan mengunci 
toilet dan hanya bisa diakses oleh unit kerja 
yang bertanggung jawab, sedangkan secara fisik 
dengan cara membuat bidang-bidang pembatas 

misalnya dinding dari jeruji besi. Dengan cara 
tersebut, sentra-sentra toilet setiap unit kerja 
tidak dapat digunakan oleh unit kerja yang lain. 

Lihat Gambar 4.  

Secara filosofi fakta bahwa toilet publik dikelola 
sebagai milik privat orang-orang atau unit-unit 

kerja tertentu menunjukkan bahwa warga Un-
has masih berada dalam perkembangan sebagai 
warga rumah tangga dimana warga kampus di-

lihat sebagai anggota dari suatu kelompok ko-
munitas unit-unit kerja dan belum menjadi 
warga masyarakat Unhas. Sebagai warga kelom-

pok, maka aset fisik juga dianggap sebagai milik 
kelompok.  

Sistem pengelolaan toilet publik masing-masing 

unit kerja yang tidak boleh dipakai oleh pihak 
lain ini menunjukkan bahwa ‘sistem berbagi’ 
(sharing) belum dikenal atau belum menjadi 
budaya masyarakat Unhas. Widlok (2004:61-62) 

menyatakan bahwa berbagi bertujuan mem-

perluas lingkaran orang-orang yang dapat me-
nikmati manfaat dari sumber daya bersama.  

Menurut Woodburn (1998:49-50) yang meneliti 
sistem berbagi daging pada masyarakat pem-
buru, sistem berbagi mempersyaratkan bahwa: 

(1) Yang dibagi bukanlah sesuatu yang akan 
dibuang karena tidak bisa disimpan atau tidak 
dibutuhkan; (2) Masyarakat memiliki keter-

batasan siapa yang menikmati pemberian; (3) 
Pemberian tidak dilakukan atas dasar ke-
murahan hati; (4) Tidak ada kewajiban pihak 
yang menerima untuk membalas; (5) Tak ada 

klaim signifikan yang berbeda antara yang 
memberi dan tidak memberi. 

Sistem berbagi hanya bisa dilakukan oleh sistem 

struktur organisasi yang utuh, dengan me-
nganggap bahwa organisasi hanya bisa berjalan 
secara ideal ketika seluruh fungsi-fungsi sub 

sistem dimaknai setara, kemudian bekerja sama 
dan saling bersinergi satu sama lain. Ke-
seluruhan (the wholes) sistem bukan sekedar 

jumlah dari bagian (parts) sistem. Keseluruhan 
lebih dari jumlah seluruh bagian-bagian  (Spen-
cer 1884:56; Capra 1997:6, 2005:xiv).  

Walaupun Unhas adalah lembaga akademik, ti-
dak semua relasi antar warga Unhas dibangun 
dengan habitus dan modal sosial intelektualitas. 

Cukup banyak warga Unhas yang melihat uni-
versitas ini sebagai arena kekuasaan dan arena 
ekonomi yang membutuhkan modal sosial ke-
kuasaan dan modal sosial ekonomi. Hal ini 

tidaklah aneh oleh karena pengembangan karir 
di Unhas umum dilakukan dengan meman-
faatkan modal kekerabatan dibanding kompe-

tensi (Martosenjoyo 2014:48-49, 2015:217).  

Apa yang terjadi di Unhas umum terjadi di 
institusi akademik lainnya. Riset Bourdieu di 

Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) yang merupakan lembaga penelitian 
nasional Perancis Bourdieu menunjukkan bagai-

mana disini perkembangan karir seseorang 
justru mengabaikan hal-hal yang terkait dengan 
intelektualitas  (Bourdieu  1988:84-85). Dalam 

hal toilet publik, makna lebih dalam yang 
ditemukan adalah bahwa ruang toilet adalah 
simbol status kekuasaan pemiliknya, dan orang-

orang yang melihat Unhas sebagai arena ke-
kuasaan tidak akan berbagi simbol status 
kekuasaan.  
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Realitas kekuasaan yang terjadi di dalam pe-
nguasaan toilet publik berbeda dengan realitas 
kekuasaan yang terjadi dalam relasi antara 
dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan 

maupun informal. Di toilet publik realitas ke-
kuasaan dalam hubungan antara dosen, ma-
hasiswa, dan tenaga kependidikan. ktidak di-

wacanakan atau dikonstruksikan seperti yang 
terjadi pada teori kekuasaan (Foucault, 2010). 
Disini relasi kekuasaan mengendalikan orang-

orang yang termarginalkan (Rux 1988:10). 
Pengendalian kekuasaan terhadap mereka yang 
diasumsikan memiliki status sosial rendah di-

lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan tidak 
pernah diwacanakan atau dikonstruksikan dalam 
norma-norma dan aturan-aturan universitas.   

Budaya ruang publik adalah nilai-nilai demokrasi 
yang diperkenalkan oleh budaya Barat. Di dalam 
ruang-ruang publik, konsep kesadaran berbagi 

ruang bersama seyogyanya diperkenalkan pada 
masyarakat Unhas yang belum terbiasa dengan 
nilai-nilai kesetaraan. Ketika nilai-nilai keber-

samaan diwujudkan sebagai kebijakan dalam 
bentuk ruang, bagaimana memaknai ruang-
ruang bersama tersebut tidak dideliberasikan 
atau dimusyawarahkan terlebih dahulu antar 

sesama warga kampus. Bagi Gambetta 
(1998:19-20) deliberasi adalah proses per-
cakapan dimana individu-individu saling ber-

bicara dan mendengarkan secara berkala se-
belum membuat keputusan kolektif.   

Kesimpulan 

Buruknya kualitas toilet publik tidak selalu ter-
hubung dengan kemiskinan dan rendahnya pen-

didikan, melainkan juga karena faktor kekua-
saan. Kekuasaan membuat tidak ada kesetaraan 
status dalam pengelolaan toilet publik. Kla-

sifikasi masyarakat pengguna toilet publik mem-
buat perbedaan kualitas rancangan toilet publik 
karena kualitas ditentukan berdasarkan jabatan/ 

kekuasaan pemilik/ penggunanya. Toilet publik 
dimaknai sebagai simbol status kekuasaan dan 
ekonomi pimpinan unit kerja. 

Toilet publik yang dimaknai sebagai area ke-
kuasaan membuat pemilik enggan berbagi 
dengan mereka yang tidak menjadi bagian dari 

jaringan kekuasaan mereka. Berbagi toilet publik 
dimaknai sama dengan berbagi kekuasaan. 
Fungsi sebagai area kekuasaan membuat toilet 
publik yang bersih dan sehat hanya dapat 

diakses oleh mereka yang memiliki relasi dengan 
kekuasaan.  

Sebagai bahan diskusi, perlu disepakati apakah 
pola dan fungsi toilet-publik memang harus 

sesuai dengan standar-standar internasional dan 
bersifat universal yang mengedepankan kese-
taraan, atau perlu mempertimbangkan kondisi 

kontekstual yang mengedepankan klasifikasi ja-
batan pemilik/pengguna? Juga perlu dikaji kem-
bali apakah memang dibutuhkan toilet-toilet pu-

blik yang bersifat terbatas? Kalau memang 
dibutuhkan apa alasannya dan siapa saja yang 
dipertimbangkan mendapat dispensasi tersebut? 
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